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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Pembangunan daerah dengan otonomi mempunyai tujuan yang tidak kalah penting dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah dengan otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Pembangunan daerah dengan otonomi memungkinkan masyarakat lokal dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut lebih dipertegas lagi setelah dikeluarkannya kebijakan tentang otonomi. 

Otonomi daerah bukan hanya sekedar pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Otonomi juga diikuti dengan pemberian sebagian sumber pendapatan bagi daerah. Pemberian sumber pendapatan tersebut dilakukan untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan publik dan berkutat pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara otonom. Pemberian sumber pendapatan kepada daerah bukan berarti daerah harus selalu menggantungkan kepada pemerintah pusat, tetapi daerah juga harus mengembangkan perekonomian daerahnya. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pemerintah pusat dalam masalah anggaran, karena hal tersebut maka sumber pembiayaan diserahkan kepada daerah melalui pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi di daerah harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi yang ada didaerah masing-masing. 

Berlandaskan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tingkatan otonomi daerah  dibagi kedalam beberapa asas, seperti: (1). Asas desentralisasi;  (2). Asas dekonsentrasi;  (3). Tugas perbantuan;  (Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 7, 8 dan 9).
Asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Asas desentralisasi dalam pelaksanaannya juga memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Asas dan dimensi desentralisasi tersebut khususnya asas desentralisasi fiskal kemudian menjadi persoalan yang di hadapi pemerintahan daerah. Hal ini di karenakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan tersebut berarti daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikemukakan oleh Kaho, sebagai berikut:

“Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya” (Kaho, 2001:204).

Kriteria di atas merupakan aspek yang sangat menentukan apakah suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien apabila ditunjang oleh keuangan daerah yang memadai. Pemerintah Daerah tidak akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal sebagaimana merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi tanpa keuangan daerah yang memadai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pamudji, sebagai berikut:

“Pemerintah daerah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah yang merupakan salah satu dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya “(dalam Kaho, 1997: 125).

Daerah dengan itu dituntut untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi sumber utama keuangan daerah, dengan tidak tercapainya target penerimaan PAD tentu akan menimbulkan dampak terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kegiatan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang telah ditentukan sebelumnya. PAD merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Daerah harus mampu meningkatkan PAD dengan berbagai strategi. Strategi yang digunakan harus mengandalkan kreativitas dan kemampuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kegiatan perekonomian berbasis potensi daerah, sehingga membutuhkan banyak investasi.
Sumber-sumber Pendapatan daerah, terutama pendapatan yang potensial diserahkan kepada daerah otonom. Sumber-sumber pendapatan daerah, terdiri dari:
1. Pendapatan Asli daerah ( PAD ) terdiri dari:

(i). pajak daerah;

(ii). retribusi daerah;

(iii). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
(iv). lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

(i). dana bagi hasil;

(ii). dana alokasi umum;

(iii). dana alokasi khusus;

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
      (J.P. Saragih,2003:52)
Kota Bandung merupakan salah satu kota industri dan kota tujuan wisata dimana banyaknya bangunan-bangunan perhotelan. Berdasarkan pada sumber-sumber Pendapatan Daerah diatas, maka Kota Bandung khususnya akan memperoleh dana perimbangan dari sektor pajak perhotelan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimabangan yang dialokasikan kepada Kota Bandung berupa dana bagi hasil pajak dari potensi industri dan wisata yang dimiliki. Dana perimbangan tersebut akan berpengaruh langsung terhadap keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut ada baiknya jika Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengembangkan potensi ekonomi dari sektor pajak perhotelan tersebut.  Sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang termasuk pajak Kabupaten/ Kota adalah:

1.  Pajak hotel

2.  Pajak restoran

3.  Pajak hiburan

4.  Pajak reklame

5.  Pajak penerangan jalan 

6.  Pajak pengambilan bahan galian golongan C

7.  Pajak parkir

   ( Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000, pasal 2 ayat 2).
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak tersebut membutuhkan banyak upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah agar adanya peningkatan terhadap penerimaan pajak, khususnya terhadap pajak hotel. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak hotel Kota Bandung tidak selalu mengalami peningkatan.  Melaksanakan upaya tersebut tidak menutup kemungkinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menghadapi kendala-kendala yang salah satu diantaranya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak, disebabkan masih rendahnya  kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kurangnya pengertian mereka terhadap fungsi pajak itu sendiri. 
Sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau kurang dalam pembayaran pajak sebagaimana telah ditentukan menurut perundang-undangan seringkali sulit dilaksanakan secara konsekuen karena berbagai hal, antara lain kurangnya tenaga pelaksana dan pengawasan, kurangnya peralatan khusus, serta terlalu tingginya pertimbangan sosial, ekonomis dan politik. Kualitas sumber daya manusia dari segi aparatur juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan PAD, selain kurangnya pemberian sanksi kepada wajib pajak.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai berikut: UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK HOTEL TAHUN 2004.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat?

3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung apabila terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh wajib pajak?
1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL
Adapun maksud dari laporan KKL ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan  Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan PAD Kota Bandung berdasarkan sektor pajak hotel tahun 2004.

Sedangkan tujuan dari laporan KKL itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung apabila terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh wajib pajak.
1.4 Kegunaan Laporan KKL
Adapun kegunaan dari laporan KKL yang  dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penulis, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap upaya  peningkatan PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Bandung serta dapat di terapkan oleh penulis baik secara teori maupun praktek.

2. Kegunaan teoritis (guna ilmiah), laporan KKL ini dapat berguna sebagai bahan  masukan dan tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu politik, khususnya dalam mata kuliah politik keuangan pusat dan daerah  serta sistem pemerintahan daerah dan dapat dijadikan bahan analisa untuk penelitian yang akan datang.

3. Guna praktis, dapat memberikan sumbangan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam melakukan penilaian, pengembangan dan pengendalian atas upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sehubungan dengan peningkatan PAD dari sektor pajak khususnya pajak hotel serta membantu kegiatan operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1.5 Kerangka Pemikiran
Pembangunan daerah dengan otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal atau masyarakat daerah sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Pengertian otonomi daerah menurut A.W. Widjaja adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sisitem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2001:21-22). 

Desentralisasi merupakan suatu solusi yang tepat untuk mengembangkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Desentralisasi merupakan salah satu asas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas tersebut, terdiri dari: 
(1). Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.

(2). Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

(3).  Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

   (Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 7, 8 dan 9). 
Urusan yang dimaksud dari pengertian otonomi daerah termasuk didalamnya urusan yang berhubungan dengan keuangan daerah itu sendiri, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya. Sehubungan dengan hal penerimaan diharapkan kepada daerah sedapat mungkin untuk menerapkan kebijaksanaan dan upaya-upaya yang dapat meningkatkan penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat daerahnya. PAD merupakan salah satu modal dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh A. W. Widjaja sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas” ( A. W. Widjaja, 1992, 42).

Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah berdasarakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diungkapkan dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:
“Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pasal 1 ayat 17). 


Berkembangnya pembangunan dan besarnya penerimaan terhadap anggaran belanja dan pendapatan  suatu daerah tidak lepas dari dukungan PAD, untuk itu mulai dari sekarang perlunya pengembangan dan peningkatan terhadap PAD, salah satunya pengembangan terhadap sektor pajak. Pengembangan tersebut dapat melingkupi pengembangan dan peningkatan terhadap wajib pajaknya maupun terhadap subjek pajak yang lainnya seperti perusahaan-perusahaan milik daerah.

Pengertian pajak menurut Adriani adalah sebagai berikut:
“Iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (dalam Resmi, 1987: 13).
Pengeluaran – pengeluaran yang dimaksud dari pengetian di atas dapat berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pembangunan dalam negara yang bersangkutan.
Berkaitan dengan pajak daerah, peneliti mengemukakan pengertian menurut Suandy:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” (Suandy, 2000:140).
Dari pengertian pajak dan pajak daerah diatas dijelaskan bahwa baik pengertian pajak secara umum maupun pajak daerah merupakan iuran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara atau tugas daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan beberapa fungsi-fungsi pajak, sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara), pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi regulerend (mengatur), alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

(Resmi, 2003: 2-3).
Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan yang berfungsi untuk membiayai pembangunan, khususnya pembangunan daerah melalui otonomi. 
Meningkatnya pajak suatu daerah secara otomatis akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dari penjelasan-penjelasan diatas seyogyanya kepada daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya khususnya potensi dari pajak  daerah seperti pajak hotel untuk kota industri dan wisata seperti Kota Bandung.


Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan asumsi dasar sebagai berikut:

1. Visi dan misi suatu daerah dapat tercapai dan pembangunan daerah dengan otonomi dapat berhasil apabila didukung oleh PAD yang memadai.

2. PAD akan terdapat peningkatan jika adanya peningkatan dalam penerimaan sumber-sumber PAD itu sendiri, salah satunya dari sektor pajak yaitu pajak hotel sebagai salah satu potensi daerah Kota Bandung.

3. Perlunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengatasi kendala tersebut supaya adanya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak perhotelan.

Dari asumsi dasar di atas, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagi berikut:
Diagram 1.1
Kerangka pemikiran




Pelaksanaan
Pengaruh

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian Dalam Pelaporan KKL
Metode penelitian yang digunakan dalam pelaporan KKL adalah metode deskripitif. Metode deskriptif menurut Faisal adalah, sebagai berikut:
“Metode deskriptif merupakan suatu metode penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelaian yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan lain sebagainya” (dalam Nasution, 2003:3).
Penulis mengunakan metode deskriptif, karena dalam laporan KKL ini penulis mengumpulkan atau memperoleh data pada saat KKL itu dilakukan. Penulis dalam laporan KKL ini juga tidak menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung supaya adanya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
1.6.2   Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan KKL ini melalui:

1. Observasi: dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang tampak dilapangan terhadap objek yang diteliti dan melihat langsung aktifitas-aktifitas pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang berhubungan dengan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel tahun 2003.

2.  Wawancara: untuk mendapatkan kejelasan dalam penerimaan data dan informasi yang di terima maka penulis melakukan wawancara kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung sebagai narasumber.

3. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah atau objek yang diteliti.
1.6.3 Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam laporan KKL ini menggunakan Analisa kualitatif. Analisa kualitatif  merupakan strategi penelitian yang naturalistis, tanpa hipotesis sebelumnya. Hal tesebut juga diungkapkan oleh Bagong Suyatna sebagai berikut: ”Metode kualitatif adalah  strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana tanpa hipotesis–hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya”(Suyatna, 2005:183).
Berdasarkan analisa data yang penulis gunakan maka ada beberapa tahapan yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang sesuai, tahapan- tahapan tersebut, yaitu sebagai berikut: 
1) Mengumpulkan data, dalam laporan KKL ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara, karena itu informasi yang penulis terima masih bersifat sesuatu yang umum.
2) Menyeleksi data, dari hasil wawancara dan observasi, penulis kemudian merumuskan informasi tersebut dalam bentuk teks yang berupa pernyataan. Hal tersebut untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang lebih spesifik terhadap objek yang akan diteliti.

3) Reduksi, data yang diperoleh dari penyeleksian data pada tahap kedua kemudian disahkan dalam bentuk laporan.

4)  Kesimpulan, penarikan kesimpulan dalam laporan KKL ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan mekanisme pemikiran deduktif, karena penarikan kesimpulannya bertolak pada hal- hal yang umum kepada hal- hal yang khusus.
1.6.4 Sumber Informasi


Sumber informasi untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung sebagai narasumber. Penulis mengambil narasumber dari aparat Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung karena penulis beranggapan, aparat Dinas Pendapatan Daerah lebih mengetahui kondisi Daerahnya dan upaya apa saja yang cocok dilakukan supaya Pendapatan Asli Daerahnya meningkat. Sedangkan untuk melengkapi data yang telah diperoleh (data sekunder) penulis mengambil dari dokumen berupa naskah atau data tertulis yang sesuai dengan objek yang penulis teliti.

1.7 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastu kencana No. 2 Bandung. Adapun jadwal dari KKL ini di mulai pelaksaan KKL sampai pengumpulan laporan KKL yang terdiri dari:

1. Pembuatan surat pengantar dari Unikom kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Bandung, bulan Juli 2006.

2. Pelaksanaan KKL dan pengumpulan data data di lapangan, bulan Agustus   2006.

3. Analisa data yang telah di peroleh di lapangan, bulan September - November  2006.

4. Penyusunan laporan KKL dengan arahan pembimbing, bulan Oktober–November 2006.

5. Penulisan laporan KKL, bulan  November  2006.

6. Penyerahan laporan KKL, bulan Desember 2006.


Jadwal penelitian tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jadwal penelitian
	No
	Kegiatan
	2006

	
	
	Juli
	Agust
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	1
	Pembuatan Surat Pengantar dari Unikom Kepada BPM Kota Bandung 
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan KKL dan Pengumpulan Data di lapangan
	
	
	
	
	
	

	3
	Analisa Data yang diperoleh di lapangan
	
	
	
	
	
	

	4
	Penyusunan Laporan dengan Arahan Pembimbing
	
	
	
	
	
	

	5
	Penulisan Laporan KKl
	
	
	
	
	
	

	6
	Penyerahan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	


 Pajak hotel (salah satu sumber PAD)





Meningkatnya terhadap PAD 
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